ABSTRAK

Aghniya Ramdhani Fadilah, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap
Pemberian Hak Pekerja PT. Bekatoel Munjul Widara Yang Mengalami PHK
Menurut Undang-Undang Cipta Kerja.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi isu krusial dalam hubungan
industrial, terutama ketika hak-hak pekerja tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.
Salah satu kasus yang muncul adalah di PT. Bekatoel Munjul Widara, di mana
pekerja yang mengalami PHK tidak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Permasalahan ini menunjukkan lemahnya
perlindungan hukum dan pengawasan terhadap implementasi perjanjian kerja, serta
ketidakadilan yang dialami oleh pekerja kontrak yang rentan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perusahaan tentang
pemberian hak pekerja yang mengalami PHK di PT. Bekatoel Munjul Widara,
kendala dalam perlindungan terhadap pemberian hak pekerja yang mengalami
PHK, serta tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap peraturan dan perlindungan dalam
pemberian hak pekerja yang mengalami PHK di PT. Bekatoel Munjul Widara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, menjelaskan fakta-
fakta yang ada di PT. Bekatoel Munjul Widara dalam pemberian hak pekerja yang
mnegalami PHK yang diatur dalam UndangUndang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data
penelitian ini berasal dari sumber data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh
melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang Pertama, peraturan mengenai
pemberian hak pekerja yang mengalami PHK di PT. Bekatoel Munjul Widara
tertuang dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang didalamnya tidak
memuat ketentuan mengenai pemberian kompensasi terhadap pekerja yang
mengalami PHK yang dimana telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021. Kedua, terdapat beberapa kendala dalam pemberian
perlindungan, seperti lemahnya pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Majalengka terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dan kurangnya
kesadaran hukum pekerja terhadap hak-haknya yang seharusnya didapatkan.
Ketiga, secara Siyasah Dusturiyah, perjanjian kerja PT. Bekatoel Munjul Widara ini
bertentangan dengan siyasah dusturiyah yang tertuang dalam prinsip maqashid al-
syariah yang mengedepankan keadilan, maslahah, dan tanggung jawab negara
terhadap pekerja sebagai rakyat lemah. Negara harus hadir secara aktif dalam
menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja.
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